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TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH BEDOLAN DAN RUJUK

Menimbang : a,

BUPATI CIANJUR,

bahwa Biaya Pencatatan Nikah Bedolan dan Rujuk di wilayah
Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan Keputusan Bupati Nomor
44 Tahun 2001 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2001
Nomor 42 Seri D3);

bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 104 Tahun 2007 tentang Pencabutan Instruksi Menteri Agama
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peningkatan Pelayanan Pemikahan pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka pengaturan Biaya Pencatatan
Nikah Bedolan dan Rujuk yang diatur dalam Keputusan Bupati Nomor
44 Tahun 2001 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan
Keputusan Bupati Nomor 44 Tahun 2001 tentang Biaya Pencatatan
Nikah Bedolan dan Rujuk.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3687);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaxaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang,
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a4)1'

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan
Penyetoran Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 369$;

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun t999 tentang Tata Cara
Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari
Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3871);

Peraturan Pemerintah Nomor 5l Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen
Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3979), jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahnn 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemerintah Daerah KabupatenA(ota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4747);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjtr Nomor 0l Tahun 2001 tentang
Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43
Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 01

Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjw Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03

Seri D);
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang
Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 07 Seri D).

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN
BUPATI CIANJUR NOMOR 44 TAHI-IN 2OO1 TENTANG BIAYA
PENCATATAN NIKAH BEDOLAN DAN RUJUK.

BAB I

PENCABUTAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mencabut Keputusan Bupati Cianjur
Nomor 44 Tahun 2001 tentang Biaya Pencatatan Nikah Bedolan dan Rujuk,
yang diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 12 Juni 2001 Nomor 42
Seri D3.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2

Memerintahkan kepada organisasi perangkat daerah yang seaara teknis terkait
dengan pengelolaan pendapatan daerah untuk menghentikan dan tidak
mentargetkannya dalam rencana penerimaan daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 24 November 2009

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

30 November 2009
DAERAH,

BEzuTA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2OO9 NOMOR 63.

Diundangkan di Cianjur

MITRA
8s03 1 004


